
 
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR  3  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 

2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan 

penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah 

sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. 

  b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) 

terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP), untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah perlu melakukan perubahan 

dokumen Rencana Pembangunan Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
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  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Repubik Indonesia Nomor 6224); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 
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  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 

2013 tentang  RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 Tanggal 10 Desember 2013 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

  19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 15); 
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  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

dan 

 
BUPATI PANGANDARAN 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 16 TAHUN 

2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 

2016-2021. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) diubah menjadi 

sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 3 

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut : 

a. BAB I : Pendahuluan; 

b. BAB II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III  : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan 

Daerah; 

d. BAB IV  : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah; 

e. BAB V  : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 
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f. BAB VI  : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program 

Pembangunan Daerah; 

g. BAB VII  : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan 

Program Perangkat Daerah; 

h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

i. BAB IX  : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; 

j. BAB X : Penutup 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistematika RPJMD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 26 Juni 2019 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

ttd 

 

 

H.JEJE WIRADINATA 

 

 

Diundangkan di Parigi   

pada tanggal 26 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

ttd 

 

H.KUSDIANA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN 2019 NOMOR 3  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  

PROVINSI JAWA BARAT  3  / 99 /  2019 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  

 

NOMOR  3  TAHUN 2019 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 16 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2021 

 

I. UMUM 

Salah satu momentum terjadinya perubahan kebijakan di tingkat 

nasional, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. peraturan 

pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya 

perubahan kelembagaan perangkat daerah di semua daerah. Sebagai 

pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur perangkat 

daerah. Demikian pula di Kabupaten Pangadaran telah ditetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran. 

Adanya rangkaian kejadian tersebut,  dengan merujuk kepada Diktum 

KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/sj Tahun 2016 

tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah  18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

16 Tahun 2016, tentang RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 ini 

harus dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan kelembagaan perangkat 

daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

PASAL I. 

Cukup Jelas 

 

PASAL II. 

Cukup Jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 


